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ABSTRAK

Bahwa Perangkat Desa saat ini tidak termasuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS)

maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun demikian,
terdapat kemiripan antara perangkat desa dan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut belum
begitu jelas. Di dalam peraturan perundangan tersebut, tidak dijelaskan secara eksplisit
perihal status kepegawaian dari para perangkat desa., rumusan masalah penelitian ini
adalah : Bagaimana status hukum aparatur pemerintah desa dan Bagaimana perlindungan
hukum terhadap aparatur pemerintah desa.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan
perundangan-undangan, konseptual dan kasus.
Kesimpulan yang didapat yaitu Aparatur Pemerintah Desa tidak termasuk dalam Pegawai
Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun
termasuk Pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa atas rekomendasi Camat atas nama
Bupati.

Kedudukan Aparatur Pemerintah Desa yaitu sebagai pembantu Kepala Desa dalam
penyelenggaraan pemerintah yang tunduk pada otonomi desa menjadikan Aparatur
Pemerintah Desa tidak memiliki status kepegawaian. Tidak adanya status kepegawain
merupakan bentuk pengembalian hakikat desa sebagai pemangku otonomi asli, bulat, dan
utuh.

Saran penulis adalah Hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa perlu juga mengatur keberadaan Aparatur Pemerintah Desa sebagai bagian dari Sub
Pemerintahan Nasional. Karena Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan administrasi,
juga sebagai Sub Pemerintahan selain Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
Hendaknya Pemerintah Pusat juga memperhatikan tunjangan yang diterima oleh Aparatur
Pemerintah Desa sangat berbeda jauh dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga sama-sama melaksanakan tugas
administrasi pemerintahan, oleh karenanya perlu adanya penetapan jumlah tunjangan yang
lebih layak berdasarkan Upah Minimum Propinsi atau UMP atau UMR yang ditetapkan
oleh Bupati/Walikota.

Kata kunci : Perlindungan, Status Hukum, Aparatur Pemerintah Desa.
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ABSTRACT

That Village Officials are currently not included in Civil Servants (PNS) or

Government Employees with Work Agreements (PPPK). However, there are similarities
between village officials and ASN. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages,
the employment status of these community servants is not yet clear. In these statutory
regulations, it is not explicitly explained regarding the employment status of village
officials. The formulation of the research problem is: What is the legal status of village
government officials and what is the legal protection for village government officials. This
type of research is normative juridical research, where the approach is towards problems
by reviewing statutory, conceptual and case provisions.
The conclusion obtained is that Village Government Apparatus are not included in Civil
Servants (PNS) or Government Employees with Work Agreements (PPPK), but include
Employees appointed by the Village Head on the recommendation of the District Head on
behalf of the Regent.

The position of Village Government Apparatus, namely as assistants to the Village
Head in administering government which is subject to village autonomy, means that Village
Government Apparatus do not have employment status. The absence of employment status
is a form of returning to the essence of the village as a holder of original, complete and
complete autonomy.

The author's suggestion is that Law Number 6 of 2014 concerning Villages should also
regulate the existence of Village Government Apparatus as part of the National Sub-
Government. Because Village Government Apparatus carries out administration, also as a
Sub-Government apart from the Central Government and Regional Government and the
Central Government should also pay attention to the allowances received by Village
Government Apparatus which are very different from Civil Servants (PNS) and
Government Employees with Work Agreements (PPPK) which are They also both carry out
government administrative duties, therefore it is necessary to determine a more
appropriate amount of allowances based on the Provincial Minimum Wage or UMP or
UMR determined by the Regent/Mayor.

Keywords: Protection, Legal Status, Village Government Apparatus
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